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PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonsia No. 158 tahun 1987 dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Translitrasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum
diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam
bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus bahasa
Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai

berikut:
1. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan
sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini

daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf
Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa S S

z Jim J Je




z Ha H H
z Kha Kh Kh
2 Dal D De
3 Zal Z Z
J Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
e Syin Sy Sy
U Sad S S
) Dad D S
L Ta T T
L Za Z Z
¢ ,,ain " "
¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
3 Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
N Mim M Em
o Nun N En
K Wau w We
° Ha H Ha
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s Hamzah Apostrof
S Ya Y Ye
2. Vokal
Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang
j= a - izﬁ
=i ¢ =ai $=1
=u s =au s =
3. Ta Marbutah
Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/
Contoh:
dLwaa 3] ja ditulis mar' atun jamilah
Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/
Contoh:
4kld  ditulis fatimah.
4.  Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.
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Contoh:

Uy, ditulis Rabbana

Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang itu.

Contoh:

o8l ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh ‘“huruf qamariyaah” di
transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah
dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.
Contoh:

il ditulis al gamar

Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal katatidak ditransliterasikan. Akan
tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf
hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /*/.

Contoh:

< el ditulis umirtu
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ABSTRAK

Winda Winarseh Setyowati.1118068.2022.Bukti Swab Sebagai Syarat
Administrasi Pernikahan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Magasid
Syariah ( Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokerto)

Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Fenomena pandemi covid-19 yang melanda berbagai negara termasuk
Indonesia mengharuskan masyarakat membatasi kegiatan bersosialisasi.
Kementerian Agama mengeluarkan peraturan tes swab sebagai syarat administrasi
pernikahan sebagai salah satu langkah untuk mencegah resiko penularan virus
tersebut. Pelaksanaan peraturan tersebut menuai berbagai respon dari masyarakat.
Penelitian ini mengeksplorasi praktik pelaksanaan peraturan pencantuman bukti
swab sebagai syarat administrasi pernikahan bagi masyarakat Kecamatan
Wonokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripiskan dan
mengetahui praktek pelaksanaan peraturan pencantuman bukti swab sebagai syarat
administrasi pernikahan dan mengetahui analisanya menurut Maqasid Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan bersifat studi
kasus. Penelitian ini mendasarkan pada data primer yaitu hasil wawancara Serta
data sekunder yaitu Surat Edaran, buku, Alqur’an maupun hadis. Data tersebut
dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi di KUA Kecamatan
Wonokerto.

Hasil penelitian ini ialah, pertama peraturan pencantuman bukti swab
sebagai syarat administrasi pernikahan dalam masa pandemi bertujuan melindungi
masyarakat dan pegawai pencatat nikah serta menekan angka penyebaran virus
covid-19. Pelaksanaannya dalam masyarakat terdapat masyarakat yang enggan
mematuhi peraturan tersebut karena berbagai alasan sehingga pernikahan harus
ditunda atau dibatalkan. Kedua, praktik tersebut merupakan suatu kemaslahatan
yang memenuhi kriteria maqasid syariah, khususnya Hifz An nafs dan Hifz An nasl
yang mana termasuk ke dalam Maqasid Daruriyah atau kebutuhan primer manusia.
Adanya peraturan tersebut sesuai dengan kaidah figh bahwa mencegah
kemudharatan lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan.

Kata Kunci: Bukti Swab, Pernikahan, Pandemi Covid-19, Maqasid Syariah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat Edaran Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor:
P004/DJ.11I/Hk.007/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan
nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19 yang
bertujuan untuk mengurangi penyebaran serta melindungi pengawai dan
seluruh masyarakat berisi mengenai anjuran pemeritah untuk menunda
pernikahan.! Dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa selama bulan
Juli 2021 KUA tidak melayani pernikahan kecuali yang telah mendaftar
pada bulan-bulan sebelumnya.? Kemudian berdasarkan aturan yang
dikeluarkan Kementerian Agama melalui Surat Edaran Nomor P-
001/DJ.11I/Hk.007/07/2021 tentang petunjuk teknis layanan nikah pada
Kantor Urusan Agama dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM), para calon pengantin yang akan melaksanakan
pernikahan wajib mencantumkan bukti swab sebagai salah satu syarat dapat
terlaksanakannya akad nikah dan pencatatannya sekaligus mematuhi
protokol kesehatan.

Pernikahan dapat dikatakan sah di mata hukum apabila pernikahan

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Persyaratan

IShofiatul Jannah, “Penundaan Perkawinan di Tengah wabah Covid-19”, Jurnal limiah
Ahwal Syakhshiyyah 2,No 1 (Malang: Universitas Islam Malang, 2020), 43

2Surat Edaran Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor:
P004/DJ.111I/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat
bencana wabah penyakit akibat covid-19



administrasi dalam pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 4 PMA
Nomor 20 Tahun 2019 data-data yang harus dilengkapi oleh calon pasangan
pengantin, yaitu Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (N2), Surat
Pengantar Perkawinan (N1), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Izin
Orang Tua (N4), Surat Kematian (N6), Rekomendasi Perkawinan (N7),
Surat Keterangan Wali Nasab atau Hakim, Ikrar Sumpah dan Permohonan
Wali Hakim, Akta Cerai, Surat Keterangan Sehat atau Imunisasi, Fotokopi
KTP Catin, Fotokopi KTP wali, Fotokopi KTP orang tua calon pengantin,
Fotokopi KTP saksi, Fotokopi Akta Kelahiran, Fotokopi Kartu Keluarga,
Fotokopi Surat Nikah Orang Tua, Surat Keterangan jika calon pengantin
dari luar desa, Surat Pernyataan Tidak Hamil, Surat Izin Poligami dari
Pengadilan Agama, Surat Izin atasan bagi TNI/Polri, Surat Izin dari
kedutaan bagi WNA, Dispensasi Camat apabila kurang dari 10 hari kerja,
Dispensasi Pengadilan agama bagi calon pengantin dibawah umur, Pas foto
calon pengantin (2x3= 4 lembar) (4x6= 1 lembar) atau CD, dan Biaya
PNBP-NR.

Kemudian setelah adanya pandemi covid-19 yang melanda di berbagai
negara, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pelaksanaan pernikahan
dengan memperhatikan prosedur kesehatan. Ketentuan khusus yang terdapat
dalam Surat Edaran Nomor P-001/DJ.I1I/Hk.007/07/2021 tentang petunjuk
teknis layanan nikah pada Kantor Urusan Agama dalam masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Disebutkan bahwa

“Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat



dibuktikan dengan hasil negatif swab antigen yang berlaku minimal 1x24
jam sebelum pelaksanaan akad nikah”. Berdasarkan ketentuan tersebut,
salah satu syarat untuk dapat melangsungkan dan pencatatan pernikahan
yaitu dengan melampirkan bukti swab tes covid-19. Apabila calon
pengantin, wali nikah dan saksi tidak dapat memenuhi protokol kesehatan,
Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda atau membatalkan
pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana
formulir terlampir dalam surat edaran tersebut.? atau dengan kata lain KUA
dapat memaksa calon pengantin untuk melakukan swab.

Berdasarkan hasil pengamatan di KUA Wonokerto terdapat pasangan
calon pengantin yang menunda perkawinan karena adanya anjuran
pemerintah tersebut. Masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut
memilih jalan pintas dengan melakukan pernikahan sirri. Berdasarkan data
hasil pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Kajen yaitu mencapai 35
kasus selama 20214 Pencantuman bukti swab sebagai persyaratan
administrasi perkawinan di masa pandemi, terdapat calon pengantin di
Kecamatan Wonokerto yang tidak mau untuk melakukan rangkaian tes
kesehatan pra nikah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dan memilih

menunda pernikahan. Bahkan ada yang mengambil jalan pintas dengan

3 Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang petunjuk

teknis layanan nikah pada kantor urusan agama dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) darurat.

2021

4 Pengadilan Agama Kajen, diwawancarai oleh Winda Winarseh Setyowati, 20 september



melakukan nikah bawah tangan (nikah sirri).> Selama pandemi covid-19
berlangsung, terlebih semenjak dikeluarkannya aturan pemerintah mengenai
penundaan pernikahan dan bukti swab sebagai syarat administrasi selama
PPKM darurat sudah terdapat tiga perkawinan yang ditunda karena
kurangnya bukti tersebut. Pertama, Pernikahan antara KL dengan AF
berdasar Surat Pengantar Nomor 310/DS.13/VII/2021 batal melakukan
pernikahan karena tidak bisa mengikuti peraturan di masa PPKM dengan
melakukan tes swab antigen. Kedua, Pernikahan antara IS dengan DI
berdasarkan surat keterangan penundaan atau pembatalan pelaksanaan akad
nikah pada masa PPKM darurat, menunda pernikahan karena pihak keluarga
tidak berkenan melakukan tes swab. Ketiga, pernikahan antara WM dengan
KH berdasarkan surat keterangan penundaan/pembatalan pelaksanaan akad
nikah pada masa PPKM darurat, menunda pernikahan karena pihak keluarga
tidak berkenan melakukan tes swab.°

Kebijakan pemerintah mengenai aturan pelaksanaan pernikahan di
masa pandemi tidak terbentur dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum
islam, hal tersebut bertujuan menjaga kemaslahatan dan menghindari
kemudharatan penularan virus covid-19. Meskipun demikian, tidak terdapat
dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan maupun Fikih
mengenai bukti swab sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan.

Kemudian respon masyarakat mengenai peraturan tersebut, terdapat

5> Muh. Mahfudz Khafidzi,S.H.I, Kepala KUA Wonokerto, diwawancarai oleh Winda
Winarseh Setyowati , KUA Wonokerto, 21 September 2021.

6 Muh. Mahfudz Khafidzi,S.H.I, Kepala KUA Wonokerto, diwawancarai oleh Winda
Winarseh Setyowati , KUA Wonokerto, 21 September 2021.



beberapa pasangan calon pengantin yang memilih menunda pernikahan
dengan alasan takut terhadap swab. Dari penundaan pernikahan tersebut,
dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan lain seperti mengambil jalan
pintas dengan nikah sirri, meningkatkan angka perkawinan yang tidak
tercatatkan, menyebabkan kehamilan di Iuar nikah, menimbulkan
perzinahan, menimbulkan hal-hal negatif lainnya seperti pemerkosaan dan

pedofilia.”

Penerapan regulasi tersebut di dalam masyarakat, keberadaannya jika
ditinjau dari segi Maqasid Syariah akan lebih banyak memunculkan
kemaslahatan atau malah menyebabkan kemudharatan. Secara etimologis A/
Magasid merupakan bentuk jamak dari A/ Magsad sebagai masdar dari
Qasada-Yagsidu-Qasdan yang berarti tujuan, sehingga Magasid Syari’ah
dapat diartikan sebagai tujuan syari’at yang memiliki tujuan untuk
mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusnya dalam
mensyari’atkan hukum dan merupakan faktor penting dalam menetapkan

hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan aturan pemerintah pada
pernikahan selama masa pandemi covid-19 dengan melampirkan bukti swab
sebagai syarat administrasi serta melihat melalui segi Magqgasid Syariah

mengenani peraturan tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi

7 Arif Nofal, “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di
Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).” Skripsi, Hukum
Keluarga Islam (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), 29.



angka penyebaran covid-19 di kalangan masyarakat. Akan tetapi
berdasarkan aturan tersebut terdapat masyarakat yang tidak dapat
melaksanakan pernikahan akibat tidak dilampirkannya bukti swab karena
beberapa alasan. Hal tersebut yang akhirnya membuat masyarakat memilih
untuk melakukan pernikahan bawah tangan atau nikah sirri. Kebijakan
pemerintah terkait pencantuman bukti swab sebagai syarat administrasi
pernikahan memiliki tujuan menjaga keselamatan dan kemaslahatan
bersama dalam melaksanakan salah satu ibadah yaitu pernikahan di masa
pandemi. Berdasarkan terbitnya Surat Edaran tersebut dalam pelaksanannya
di masyarakat, pencantuman bukti swab sebagai persyaratan administrasi
pernikahan sudahkah mencapai tujuan yang terdapat di dalam Maqasid
Syariah khususnya Hifz An-Nafs (pelestarian nyawa) lebih banyak
memberikan kemaslahatan atau justru banyak memberikan kemudharatan.
Dari penjelasan diatas penulis tertarik meneliti mengenai “ Bukti Swab
Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan dalam Masa Pandemi Covid-
19 Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di KUA Kecamatan

Wonokerto)”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran NO: P-
001/DJ.11I/Hk.007/07/2021 tentang bukti swab sebagai syarat
administrasi pernikahan dalam masa pandemi covid-19 di KUA

Wonokerto?



2. Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap implementasi Surat
Edaran NO: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang bukti swab sebagai
syarat administrasi pernikahan dalam masa pandemi covid-19 di KUA
Wonokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui implementasi Surat Edaran NO: P-
001/DJ.ITII/Hk.007/07/2021 tentang bukti swab sebagai syarat
administrasi pernikahan dalam masa pandemi di KUA Wonokerto?

2) Untuk mengetahui tinjauan Maqasid Syariah terhadap implementasi
Surat Edaran NO: P-001/DJ.I1I/Hk.007/07/2021 tentang bukti swab
sebagai syarat administrasi pernikahan pada masa pandemi di KUA
Wonokerto?

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis

1) Hasil penelitian ini untuk syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H)

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi
pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang
ketentuan hukum keluarga yang mengakomodir pertimbangan
kepentingan non hukum yaitu kesehatan dan kebijakan pemerintah

sebagai syarat tambahan dalam pernikahan, dan diharapkan mampu



menyediakan data yang luas serta menjadi rujukan untuk
penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki pembahasan pada
tema terkait.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pengetahuan baru kepada masyarakat mengenai hukum islam yang
berkaitan dengan kebijakan pemerintah agar masyarakat senantiasa
menaati hukum islam sekaligus kebijakan pemerintah terkait
sebagaimana saat pandemi bagi mereka yang akan melakukan
pernikahan menggunakan bukti swab sebagai syarat administrasi
pernikahan di masa pandemi sesuai nilai Maqasid Syariah.
D. Tinjauan Pustaka
Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini,
di antaranya adalah:
Jurnal dengan judul “Penundaan Perkawinan di tengah wabah Covid-
19” yang diteliti oleh Shofiatul Jannah, tahun 2020. Hasil dari penelitian
tersebut ialah penundaan perkawinan tanpa batas waktu atau cenderung
berasal dari individu itu sendiri. Tidak ada hukum yang menyebutkan halal
atau haram suatu penundaan pernikahan, akan tetapi dengan penundaaan
tersebut membantu pemerintah mengurangi angka penyebaran covid-19.3
Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Shofiatul Jannah

dengan penelitian penulis adalah penelitian Shofiatul Jannah membahas

8 Shofiatul.Jannah, Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19”, Jurnal Ilmiah
Ahwal Syakhshiyyah No.1 ( Malang: Universitas Islam Malang, 2020), 29



tentang penundaan perkawinan atas inisiatif individu dan belum memasuki
ranah administrasi Kantor Urusan Agama. sedangkan penelitian penulis
berfokus kepada penerapan Surat Edaran Nomor P-
001/DIJ.11I/Hk.007/07/2021 terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan di
masa pandemi.

Skripsi dengan judul “Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada
Masa Pandemi Covid-19 perspektif Maqasid Syariah” yang diteliti oleh Fina
Mufida, tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut ialah penundaan
pernikahan berdasarkan Surat Edaran Kementrian Agama Republik
Indonesia Nomor: P004/DJ.I1I/Hk.00.7/04/2020 yaitu peniadaan pelayanan
pernikahan di Kantor Urusan Agama pada bulan Juli 2021 yang
menyebabkan masyarakat menunda pernikahan.’

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Fina Mufida dengan
penelitian penulis adalah penelitian Fina Mufida membahas tentang
penundaan perkawinan sementara selama PPKM bulan juli atas Surat
Edaran Kementrian Agama. sedangkan penelitian penulis berfokus kepada
Surat Edaran Kedua yaitu Nomor P-001/DJ.I1I/Hk.007/07/2021 tentang
petunjuk teknis layanan nikah mengenai pencantuman hasil swab sebagai
syarat administrasi perkawinan. Apabila tidak dapat mencantumkan hasil
swab tersebut maka Kantor Urusan Agama berhak menunda, menolak, atau
membatalkan suatu pernikahan. Serta respon masyarakat mengenai adanya

peraturan tersebut.

° Fina Mufidah, “Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19
Perspektif Maqasid Syariah.” Skripsi Hukum Keluarga Islam (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020), 30
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Jurnal dengan judul “Konsep Penikahan dalam Islam (studi
fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi)” yang diteliti oleh
Hari Widiyanto, tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut ialah dengan
adanya fenomena pandemi covid-19 dan larangan berkerumun membuat
masyarakat memilih menunda pelaksanaan perkawinan untuk menghindari
penyebaran virus covid-19.1°

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Hari Widiyanto dengan
penelitian penulis adalah penelitian Hari Widiyanto membahas tentang
penundaan pernikahan secara umum berdasarkan fenomena pandemi covid-
19 yang melarang masyarakat untuk berkerumun. Sedangkan penelitian
penulis berfokus kepada pelaksanaan aturan mengenai adanya pencantuman
bukti swab sebagai syarat adminitrasi untuk melakukan pernikahan di masa
pandemi ditinjau dari segi Magasid Syariah.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan di
masa pandemi covid-19” yang diteliti oleh Anisa Widya Yuliana, tahun
2021. Hasil dari penelitian tersebut adalah pernikahan pada masa pandemi
berdasarkan Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang anjuran untuk
melaksanakan ibadah pada saat terjadi wabah. Pada daerah kondisi wabah
tidak terkendali boleh tidak melaksanakan ibadah, namun pada daerah

kondisi wabah terkendali boleh melakukan ibadah dengan memperhatikan

10 Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan
Pernikahan di Masa Pandemi)”. Jurnal Islam Nusantara, Vol 4 No. 01, (Purworejo: STAIN An-
Nawawi, 2020), 103
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aspek kesehatan. Ibadah yang dimaksud disini adalah termasuk
pernikahan.!!

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Anisa Widya Yuliana
dengan penelitian penulis adalah penelitian Anisa Widya Yuliana
membahas tentang pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19
ditinjau dari segi hukum islam. sedangkan penelitian penulis berfokus
kepada segi Maqasid Syariah dari regulasi persyaratan administrasi
pernikahan di masa pandemi covid-19 serta persepsi masyarakat mengenai
hal tersebut.

Skripsi dengan judul “Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan
padaera new normal di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga”
yang diteliti oleh Indri Maritasari, tahun 2021. Hasil dari penelitian tersebut
adalah penerapan regulasi pelayanan pernikahan pada masyarakat di era
new normal dengan memperhatikan prosedur kesehatan.!?

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Indri Maritasari dengan
penelitian penulis adalah penelitian Indri Maritasari membahas tentang
pelaksanaan regulasi pernikahan pada era new normal. sedangkan penelitian
penulis berfokus kepada respon masyarakat serta bagaimana segi Maqasid
Syariah dari bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan di masa

pandemi covid-19.

11 Anisa Widya Yuliana, “Tinjauan hukum islam terhadap pernikahan di masa pandemi
covid-19”. Skripsi, hukum keluarga islam fakultas syariah (Magetan: IAIN Magetan, 2021), 16

12 Indri Maritasari, “Implementasi Regulasi pelayanan pernikahan pada era new normal di
KUA Kecamaan Padamara Kabupaten Purbalingga”. Skripsi, Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah (Purbalingga: UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2021), 20
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E. Landasan Teori

1.

Konsep Pernikahan

a.

Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan secara etimologis berasal dari
kata nikah dan zawaj yang serupa dengan al wath’i, dan al
dhommu yang artinya ialah bersetubuh, hubungan badan,
berjima’ dan akad. Nikah artinya bersetubuh sedangkan menurut
istilah berarti suatu akad yang didalamnya mengandung suatu
kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diartikan
dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah
ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan sebagai suami istri dengan membentuk keluarga
yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
sebagai tujuan dalam berumah tangga. 3

Perkawinan menurut madzab Ulama Syafi’iyah diartikan
sebagai akad, serta bersetubuh dengan lawan jenis. Menurut
Ulama Hanafiyah perkawinan adalah akad yang menghalalkan
perbuatan bersetubuh. Sedangkan menurut ulama hanabilah

berpendapat bahwa nikah sebagai akad dan bersetubuh.!#

13 Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung: nuansa aulia, 2012), 75
14 Chuzaimah Tahido Yanggo, “Problematika Hukum Islam Kontemporer”, (Jakarta: LSIK,

1994 ) 53
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b.  Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut Jumhur ulama, terdapat lima rukun nikah disertai

masing-masing syarat ketentuannya. Antara lain sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

S)

Calon suami, syaratnya : muslim, laki-laki, jelas, dapat
dimintai persetujuan, Tidak berhalangan kawin.

Calon Istri, syaratnya : muslim, perempuan, jelas, dapat
dimintai persetujuan, tidak berhalangan kawin.

Wali, syaratnya : laki-laki, dewasa, memiliki hak wali,
tidak memiliki halangan perwalian

Saksi, syaratnya : muslim, dewasa, minimal dua orang
laki-laki, hadir dalam ijab qabul, mengerti maksud akad
Ijab Qabul, syaratnya : adanya pernyataan megawinkan
dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon
mempelai, memakai kata-kata nikah atau tazwij, tidak
sedang ihram haji atau umrah, antara ijab dan qabul jelas

maksudnya.!s

2. Syarat Administrasi Pernikahan

Fenomena pandemi Covid-19 semakin meningkat diberbagai

daerah, oleh karena itu pemerintah melarang aktifitas masyarakat yang

bersifat berkerumun dan berpotensi menyebarkan penularan virus

tersebut. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama No.19 tahun

2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementrian

15 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”,

(Jakarta: Kencana, 2006) 62
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Agama pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat

(PPKM), bahwa dalam memberikan pelayanan nikah perlu adanya

petunjuk teknis pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)

supaya dapat mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah
covid-19 kepada pegawai KUA serta masyarakat yang akan
melaksanakan pelayanan nikah, yakni dengan dibentuknya Surat

Edaran Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang petunjuk teknis

layanan nikah pada Kantor Urusan Agama dalam masa Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dalam Surat Edaran Nomor P-001/DJ.I1I/Hk.007/07/2021
terkait kebolehan melaksanakan pernikahan dan pelayanan pencatatan
nikah di Kantor Urusan Agama, dengan ketentuan khusus sebagai
berikut :

a. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan
yang ketat;

b. Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan
kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup
sebagaimana formulir terlampir.

c. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA

Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan
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akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana formulir

terlampir.'6

Kantor Urusan Agama berhak menunda atau membatalkan

pelaksanaan perkawinan apabila:

a. Peserta prosesi akad nikah tidak menggunakan masker.

b. Pihak calon pengantin, wali maupun saksi tidak menggunakan
sarung tangan.

c. Pihak calon pengantin, wali maupun saksi belum melakukan Swab
Antigen.

d. Peserta prosesi akad nikah di KUA Kecamatan atau di rumah
dihadiri lebih dari 6 (enam) orang.

e. Peserta prosesi akad nikah di gedung pertemuan atau hotel dihadiri
lebih dari 30 (tiga puluh) orang.!”

3. Teori Magqasid Syariah

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan teori Magasid
Syariah. Maqasid secara etimologi merupakan bentuk jamak dari
magsad, yang bermakna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan
tujuan akhir. Menurut Auda, secara terminologi maqgasid didefinisikan
sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum.

Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, magasid adalah pernyataan

16 Surat Edaran Kementrian Agama Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 mengenai
pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama

17 Surat Edaran Kementrian Agama Nomor P-001/DJ.I1I/Hk.007/07/2021 mengenai
pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama
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alternatif untuk masalih (kemaslahatan-kemaslahatan). Didalam Maqasid
Syariah terdapat lima keniscayaan yaitu hifz ad-din (pelestarian agama),
hifz an-nafs (pelestarian nyawa), hifz al mal (pelestarian harta), hifz
al‘aql (pelestarian akal) dan hifz an-nasl (pelestarian keturunan).
Sebagian ulama menambah Aifz al‘ird (pelestarian kehormatan).
Melestarikan semua hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak
ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan
berkembang.!® Penggunaan teori Magqasid Syariah merupakan suatu
interpretasi hukum (penafsiran) sehingga suatu hukum dapat menyatu
dengan nilai sosial masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman.
Sebagaimana menurut Soeroso, Interpretasi hukum adalah penetapan
pengertianatas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai

dengan apa yang dikehendaki pembuat undang-undang.'?

Ditinjau dari segi Magasid Syariah, surat edaran tersebut bertujuan
untuk Hifz An-Nafs atau pemeliharaan jiwa. Hifz an-nafs yairtu
perlindungan terhadap jiwa karena dalam islam disyariatkan untuk
menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa begitupun dengan
diberlakukannya peraturan penundaan dalam pelaksanaan nikah karena

belum terpenuhinya bukti swab, sehingga diharapkan dapat mencegah

18 Ghofar Shidiq, “Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam”, Jurnal Sultan Agung vol
204, No. 118(Semarang: Unisula, 2017), 21

1% Mohamad Ma’mun, “Teori Interpretasi Hukum”, jurnal pemikiran dan hukum islam Vol
1, No 2 (Kediri: El Faqih, 2017), 53
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penularan wabah covid-19.2° Dalam praktiknya, Surat Edaran tersebut
membantu masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan tetapi juga
dengan menekan angka penyebaran virus corona. Akan tetapi tidak
sedikit pula masyarakat yang tidak mau mematuhi peraturan tersebut dan
lebih memilih menunda pernikahan bahkan melaksanakan pernikahan
Sirri.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan data yang valid, maka metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
yaitu sebuah penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dengan
mengangkat data yang terdapat di lapangan?!

Dalam praktiknya penulis melakukan penggalian data-data
tentang bukti swab sebagai syarat pernikahan di masa pandemi
ditinjau dari segi Maqasid Syariah berdasarkan Surat Edaran No: P-
001/DJ.11I/Hk.007/07/2021 tentang petunjuk teknis layanan nikah
pada Kantor Urusan Agama dalam masa Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

20 Ghofar Shidiq, “Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam”, Jurnal Sultan Agung 204,
No. 118(Semarang, Unisula, 2017), 23
21 Suharismi Arikunto, “ Dasar-Dasar Research”, (Bandung: Tarnono, 1995), 58
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Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan peneliti adalah
pendekatan Studi Kasus yaitu serangkaian kegiatan ilmiah yang
dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam untuk memperoleh
pengetahuan tertentu.”> Pencantuman bukti swab sebagai syarat
administrasi pernikahan yang terdapat dalam Surat Edaran No: P-
001/DJ.I1I/Hk.007/07/2021 tentang petunjuk teknis layanan nikah
pada Kantor Urusan Agama dalam masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Merupakan suatu hal yang baru
dan belum ada sebelumnya. Penulis akan melakukan penelitian
lapangan dan melakukan wawancara kepada Kepala KUA dan
Masyarakat Wonokerto 23

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif
sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deksktiptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dimana
pendekatan kualitatif tersebut berfokus pada fenomena sosial.?*
Jenis Data

Penelitian ini menggunkan dua jenis data yaitu primer dan

sekunder, dengan masing-masing sumbernya sebagai berikut:

22 Mudjia Rahardjo, “Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: konsep dan prosedurnya”,
Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang: UIN Malang, 2017), 3

23 Surat Edaran Kementrian Agama Nomor P-001/DJ.IT1I/Hk.007/07/2021 mengenai
pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama

2 Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2007), 4
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a. Data Primer

Data primer yaitu data yang digunakan untuk menganalisis
dan diperoleh peneliti secara langsung dari data utama yaitu
masyarakat.>> Sumber data ini adalah para informan yang akan
diwawancarai, meliputi pegawai administrasi dan petugas
pencatat perkawinan di KUA Wonokerto, di samping para
anggota masyarakat yang berpengalaman menikah di masa

pandemi.

b.  Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung dari masyarakat, melalui studi dokumentasi yaitu
peneliti membaca dan mengolah serta membandingkan materi
terkait penelitian yang ada di dokumen-dokumen misalya
terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis, buku-buku ilmiah, Undang-
Undang Perkawinan, Kompilasi.Hukum Islam (KHI), Surat
Edaran  Kementrian Agama Republik Indonesia  Nomor:
P004/DJ.111/Hk.00.7/04/2020  tentang pengendalian pelaksanaan
pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat

covid-19.26

25 Suharismi Arikunto, “ Dasar-Dasar Research”, (Bandung: Tarnono, 1995), 59
26 Suharismi Arikunto, “ Dasar-Dasar Research”, (Bandung: Tarnono, 1995), 59
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4.  Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang valid, pengumpulan.data.dalam

penelitian ini.yaitu dilakukan.dengan cara:

a.  Wawancara (Interview), yaitu percakapan dengan maksud
tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan
jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam hal ini, penulis
mengadakan wawancara dengan informan yaitu Kepala KUA
dan masyarakat Wonokerto yang dipilih secara sampling.

b.  Studi dokumentasi atau bahan pustaka yang berkaitan dengan
masalah penelitian. Teknik ini penulis lakukan dengan cara
membaca dan menganalisa serta mengumpulkan materi terkait
data khususnya kerangka konseptual, teori maqasid syariah,
ketentuan hukum pemerintah tentang pandemi dan pernikahan
dalam masa pandemi.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu
analisis data yang berwujud kata dan bukan rangkaian angka,
diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi kemudian
diproses melalui alur reduksi data, yaitu proses pemilihan data dari
lapangan. Dalam penelitian ini data yang dipilih yaitu data pernikahan

selama pandemi covid-19 khususnya semenjak munculya Surat
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Edaran mengenai pencantuman bukti swab sebagai syarat administrasi
pernikahan. Kemudian penyajian data, yaitu sekumpulan informasi
yang terkumpul yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dari
data tersebut. Dalam penelitian ini data disajikan dalam model tablel
atau matriks dan narasi dari hasil wawancara. Tahap yang terakhir
adalah verifikasi atau kesimpulan, yaitu alur terakhir yang
menentukan inti dari proses awal pengumpulan dan penyajian data.
Dalam penelitian ini kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan

dari lapangan akan disajikan dalam terakhir.?’

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab, masing-
masing bab terdiri atas beberapa sub bagian agar pembahasan dalam
penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah
sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi : latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan
teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Konsep Pernikahan Dalam Masa Pandemi dan Teori
Magqasid Syariah, pada bab ini berisi tentang pengertian nikah, rukun dan
syarat nikah, syarat administrasi pernikahan dalam masa pandemi dan teori

Magqasid Syariah.

27 Mely Nova Sari Harahap, “Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan
Huberman”, jurnal manhaj vol 18 (2021),2646
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BAB III Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama tentang
Bukti Swab Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan di KUA
Wonokerto, pada bab ini berisi tentang gambaran tempat penelitian yaitu
Kecamatan dan KUA Wonokerto, Implementasi Surat Edaran Kementerian
Agama tentang bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan dalam
masa pandemi serta respon masyarakat terhadap peraturan tersebut.

BAB IV Analisis Maqasid Syariah terhadap Bukti Swab Sebagai
Syarat Administrasi Pernikahan dalam Masa Pandemi Covid-19, pada
bab ini berisi tentang analisis terhadap implementasi Surat Edaran NO: P-
001/DIJ.11I/Hk.007/07/2021 yaitu bukti swab sebagai syarat administrasi
pernikahan dalam masa pandemi di KUA Wonokerto dan analisis Maqasid
Syariah terhadap implementasi peraturan tersebut.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi mengenai simpulan tentang hasil

yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.



BAB YV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa hal diatas, maka
penyusun akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban mengenai Bukti

Swab Sebagai Persyaratan Pernikahan Dalam Masa Pandemi Covid-19

Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokerto).

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Surat Edaran NO: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang
bukti swab sebagai syarat administrasi pernikahan dalam masa pandemi
covid-19 di KUA Wonokerto. Surat edaran tersebut berisi mengenai
petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan nikah selama masa pandemi dan
diberlakukan di seluruh Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah
pulau Jawa dan Bali tanpa terkecuali di KUA Kecamatan Wonokerto,
Kabupaten Pekalongan. Masyarakat Wonokerto dihimbau untuk
mematuhi peraturan tersebut dengan memperhatikan protokol kesehatan
dan melakukan tes swab sehari sebelum melakukan akad nikah. Adapun
masyarakat khususnya calon pengantin, wali maupun saksi yang tidak
mau melaksanakan peraturan tersebut maka pihak KUA secara tegas
menolak ataupun menunda pelaksanaan akad nikah tersebut sesuai
dengan intruksi yang terdapat dalam Surat Edaran dari Dirjen Bimas

Islam tersebut. KUA Wonokerto menerapkan aturan tersebut dengan

88
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ketat bertujuan untuk menekan angka penyebarab virus corona serta
melindungi para pegawai pencatat nikah dari virus tersebut. Baik
peraturan pelaksanaan tes swab maupun penerapan protokol kesehatan
lainnya dinilai efektif dan efisien dilakukan untuk menjaga kesehatan
masyarakat khususnya bagi calon pengantin yang akan melaksanakan
pernikahan. Terlebih sebagai masyarakat sudah selayaknya mematuhi
perintah pemimpin.

Tinjauan Magqasid Syariah terhadap bukti swab sebagai syarat
administrasi pernikahan dalam masa pandemi covid-19 di KUA
Wonokerto dapat disimpulkan sebagai mana yang kita ketahui bahwa
pernikahan merupakan perkara dharuriyah (primer) bagi umat manusia.
Namun dengan adanya Surat Edaran tersebut bertujuan melindungi
masyarakat dan pegawai dari resiko penyebaran virus covid-19.
Melaksanakan pernikahan merupakan hifz An-Nasl atau pemeliharaan
keturunan karena pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang
wajib diikuti oleh umatnya, dan bertujuan memelihara keturunan. Surat
edaran tersebut bertujuan sebagai hifz An-Nafs yaitu pemeliharaan nyawa
karena virus covid-19 dapat merenggut nyawa siapa saja yang
menderitanya. Menikah dan menjaga kesehatan calon pengantin dengan
melakukan serangkaian tes merupakan salah satu langkah yang dinilai
sebagai hifzAn-nasl atau pemeliharaan keturunan karena kondisi
kesehatan calon pengantin akan berpengaruh kepada kondisi kesehatan

calon keturunan nantinya. Dalam hal ini kemaslahatan lebih diutamakan
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ditengah-tengah banyaknya kemudharatan selama wabah pandemi virus

covid-19. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya persyaratan swab

merupakan suatu langkah yang maslahah.

B. Saran

Implementasi Surat Edaran tersebut diharapkan menjadi pengetahuan
baru untuk masyarakat khususnya yang akan melaksanakan pernikahan
selama masa pandemi karena bertujuan untuk menekan resiko angka
penyebaran virus covid-19 pada pegawai dan masyarakat. Selain itu, sebagai
masyarakat juga sudah sepatutnya kita mematuhi peraturan yang sudah
pemerintah terapkan terlebih dalam masa pandemi seperti sekarang ini karena
hal tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan
masyarakat. Kepada aparat pemerintah hendaknya selalu meningkatkan
sosialisasi peraturan dan membangun kesadaran masyarakat untuk
menjalankan agama dan tidak mengesampingkan peraturan pemerintah.
Kemudian kepada tokoh masyarakat dan praktisi hukum agar dalam
melaksanakan hukum dan memberikan nasehat hukum kepada masyarakat
tidak bersifat sebagian tetapi menyeluruh baik hukum agama maupu hukum

pemerintah.
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